Demo Tangkap Harun Masiku
Berujung Anarkis, Gedung KPK
Ditulisi ‘Kandang Babi'’
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ORINEWS.id — Aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang digelar
sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta, pada Senin (23/12/2024) siang kemarin berakhir
anarkis.

Demonstrasi itu dilakukan untuk mendesak agar Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap buronan Harun
Masiku.

Mulanya aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB
berlangsung damai. Tampak sejumlah massa datang membawa
atribut seperti bendera hingga spanduk yang berisi tuntutan.

Orator menyampaikan aspirasinya secara bergantian dari atas
mobil komando. Sesekali mereka juga menyanyikan lagu
perjuangan.
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“Jangan cuma korupsi kelas teri yang ditindak kawan-kawan.
Tangkap korupsi yang besar. Satu orang yang bebas berkeliaran
padahal sudah hampir 5 tahun dia jadi buronan. Tangkap itu
Harun Masiku!” kata orator dari atas mobil komando. “Banyak
koruptor berkeliaran di seluruh Indonesia. Salah satunya Harun
Masiku. Tangkap dia. KPK harus segera bertindak dan menangkap
koruptor-koruptor, terutama Harun Masiku,” tambah sang orator.

Kericuhan mulai terjadi ketika massa menyalakan flare yang
sudah disiapkannya. Dari barisan massa ada beberapa orang yang
melempari Gedung Merah Putih KPK dengan botol, tanah, hingga
batu. Seketika bagian depan Gedung Merah Putih KPK diselimuti
asap tebal.

Tak hanya itu, massa juga melakukan aksi vandalisme. Tulisan
“Komisi Pemberantasan Korupsi” di bagian depan KPK yang
menjadi sasaran vandalisme para pendemo. Mereka mencoret-coret
dinding di depan Gedung KPK itu. Coretan itu berisi makian,
salah satunya dengan tulisan “kandang babi”.

Saat aksi demo mulai memanas, para polisi yang menjaga unjuk
rasa itu kemudian langsung berlindung di balik pelindung.
Sementara massa aksi langsung membubarkan diri sekitar pukul
16.41 WIB setelah melakukan pelemparan dan vandalisme itu.

Terkait peristiwa 1ini, juru bicara KPK Tessa Mahardhika
mengimbau kepada massa yang melakukan unjuk rasa untuk tidak
bersikap anarkis. “Kami memahami aspirasi yang disampaikan
masyarakat. Ddan sebagaimana beberapa kesempatan yang lalu KPK
dalam hal ini melalui saya juga mendukung aspirasi mendorong
KPK menuntaskan berbagai macam perkara yang mungkin masih
belum selesai,” ujar Tessa.

“Tapi kami juga berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi
tersebut untuk bisa menyampaikan secara baik, tidak melakukan
vandalisme, tidak melakukan perusakan. karena itu juga akan
menjadi sebuah tindak pidana tersendiri yang bisa dikenakan,”
tegasnya.



Sebelumnya Pimpinan KPK jilid VI menyebut kasus buronan eks
caleg PDIP Harun Masiku merupakan utang perkara. Menurut Ketua
KPK, Setyo Budiyanto, semua orang yang menjadi pimpinan dan
pejabat di KPK ingin buron kasus dugaan suap itu segera
ditangkap. Hal tersebut disampaikan Setyo menjawab pertanyaan
awak media dalam sesi jumpa pers perdana setelah dia dan empat
orang lainnya resmi menjadi pimpinan KPK periode 2024-2029,
Jumat (20/12).

“Pasti akan kami respons. Kami akan melihat perkembangannya
sudah sejauh mana,” kata Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta
Selatan. "Ini utang yang memang sudah cukup lama, sudah cukup
panjang. Saya yakin semua orang yang menjadi pimpinan, deputi,
direktur punya keinginan besar untuk menyelesaikan perkara
ini,” sambungnya. Setyo pun berharap mendapat dukungan dari
masyarakat selama 1lima tahun ke depan dalam bekerja
memberantas korupsi. "Mudah-mudahan dengan dukungan semuanya
kita bisa menuntaskan,” kata mantan Direktur Penyidikan KPK
itu

Harun Masiku adalah buron KPK sejak 2020 lalu. Mantan caleg
PDIP itu harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap
mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan
sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR tetapi
meninggal dunia.

Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari
2020. Komisioner KPU (saat itu) Wahyu Setiawan menjadi salah
satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap
tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp600 juta dari
mantan caleg PDIP itu. Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan
Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme
Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sudah hampir 5 tahun, Harun Masiku masih buron. KPK mengatakan
Harun berada di lokasi yang masih bisa terpantau, namun belum
bisa dilakukan penangkapan. “Informasi-informasi yang perlu
dilakukan pendalaman posisinya, penyidik juga masih secara
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hati-hati mencari, melihat, kembali lagi, masih bisa dipantau
itu clue saja yang disampaikan saya tadi. Bukan berarti saya
secara eksplisit mengatakan dia ada di dalam atau di luar
negeri,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat
(6/12).

Terhadap pencarian Harun Masiku, KPK sudah memeriksa sejumlah
orang. Terakhir KPK memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM
(Menkumham) Yasonna Laoly pada Rabu (18/12) pekan lalu. Dalam
pemeriksaan 1itu Yasonna dicecar seputar proses pergantian
antar waktu (PAW) Fraksi PDIP terkait Masiku.

Yasonna mengaku dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai
Ketua DPP PDIP. Ia diperiksa karena adanya surat permohonan
fatwa ke Mahkamah Agung (MA). “Ada surat saya kirim ke
Mahkamah Agung, untuk permintaan fatwa,” ujar Yasonna usail
menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta
Selatan, Rabu (18/12).

Permintaan fatwa yang dimaksud adalah terkait putusan MA Nomor
57/P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019.

Fatwa itu diajukannya karena adanya perbedaan tafsir KPU saat
PDIP memperjuangkan Harun Masiku menjadi anggota DPR
menggantikan Riezky Aprilia melalui PAW.

“Karena waktu proses pencalegan itu terjadi tafsir yang
berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah
Agung Nomor 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan
caleg, kemudian KPU menanggapi berbeda,” jelas Yasonna.

Sebagai informasi, Riezky merupakan caleg DPR terpilih
pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal sebelum pencoblosan.

Dalam Pileg 2019 di Dapil Sumsel I, Riezky meraih suara
terbanyak kedua setelah Nazarudin.

Sehingga KPU, dengan merujuk UU Pemilu, menetapkan Riezky
sebagai caleg DPR terpilih. Namun, PDIP kemudian 1lebih
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menginginkan Harun yang ditetapkan sebagai caleg DPR terpilih.
Padahal, suara yang diperoleh Harun hanya menempati posisi
keenam.

Yasonna melanjutkan, permintaan fatwa itu kemudian dibalas
oleh MA. Hingga akhirnya, Harun terpilih melalui proses PAW.

“Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan
pertimbangan hukum. Supaya ada pertimbangan hukum tentang
diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih,” ungkapnya.

Selain 1itu, Yasonna juga dicecar penyidik soal data
perlintasan Harun Masiku. Diketahui, Harun ditetapkan sebagai
tersangka saat Yasonna menjabat Menkumham.

“Yang kedua ya adalah kapasitas saya sebagai menteri saya
menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja,” ujar
dia.

Yasonna mengaku tak ditanya soal posisi Harun saat ini.

Namun, dari data yang diserahkannya, sempat terjadi
perlintasan Harun Masiku sebelum dicegah ke luar negeri.

“Kan itu dia (Harun Masiku), masuk tanggal 6 (Januari 2020)
keluar tanggal 7 (Januari 2020), dan baru belakangan keluar
pencekalan,” ucap Yasonna



